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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya berkah, dan rahmat, serta
hidayah-Nya-lah dokumen Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau berhasil disusun.

Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sebagai implementasi visi, misi organisasi.
Sedangkan penyusunan rencana strategik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan khususnya bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib dan bidang kebudayaan
yang merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Secara substansial program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkandung dalam dokumen ini
mengacu kepada kebijakan arah pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah
direncanakan dengan baik dan tersruktur. Pada level vertikal, Renstra ini disusun berorientasi pada
Renstra Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang dikelompokkan menjadi tiga,
yakni pemerataan dan penguatan akses, peningkatan mutu dan daya saing, peningkatan tata kelola
dan pencitraan public

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan
RENSTRA ini , semoga amal baiknya diterima Allah SWT, dan semoga dokumen rencana strategik ini
bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, =~ Desember 2022

B3I KOHAR, S.Pd
A nPembnaUtama Muda (IV/c)
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BAB. 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan sangat perlunya perencanaan strategis
pada tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah diwujudkan
dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan manifestasi kontrak
politk Bupati Lamandau terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari
masing-masing unit kerja di daerah sebagaimana telah tersebut dalam Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265. Guna lebih
meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Daerah, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah telah
memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun
program yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di bidang
pendidikan dan kebudayaan. Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Lamandau merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang
rumusannya disusun berdasarkan isu-isu strategis daerah, Provinsi dan Nasional .

1.2. Dasar Hukum Penyusunan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;



10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17,

18.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhirannya
melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033;

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat
Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor
251);



29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 820).

1.3. Maksud dan Tujuan;

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas
tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Lamandau.

1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten
Lamandau dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga akan bermanfaat bagi
proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan,;

2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau dalam
penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat program
kegiatan dan sub kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan;
BAB | PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang;
1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
1.3. Maksud dan Tujuan dan;
1.4. Sistematika Penulisan;
BAB il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk Capaian SPM sesuai
dengan tupoksinya); dan

2.4. Kelompok Sasaran Layanan
BAB lii PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;

3.2. Isue Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB Vil PENUTUP



BAB. 11
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau serta Peraturan Bupati

Lamandau Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.

Pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2022 pada pasal 5 disebutkan bahwa Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi

dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas-tugas

sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Lamandau menyelenggarakan fungsi:

1.

Pembinaan pendidikan non formal dan informal sesuai dengan standar mutu yang
ditetapkan;

Pembinaan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Pembinaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebijakan yang telah
ditetapkan;

Pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;

Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
Penyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lamandau berdasarkan

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2022 adalah terdiri dari:

T

Kepala Dinas;
Bertugas memimpin,, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan

program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang pendidikan dan



kebudayaan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

a)

perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan
Kebudayaan,

pengembangan, sosialisasi dan evaluasi pencapaian Standard nasional pendidikan;
pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas.

Sekretaris,
Sekretaris melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan

tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas,

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a.

koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan
serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan
kebudayaan;

penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan
hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal,
dan kebudayaan;

pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan
kebudayaan;

pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;



penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan
kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan
pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan
kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan
karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan
pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah
menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi
pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan
budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas
pendidikan dan kebudayaan.

Dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh :

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah;

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD)
mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana,
program, kegiatan, dan anggaran,pengelolaan data dan informasi,penyusunan bahan
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan,pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan
Sekretariat dan Dinas. Untuk melaksanakan, Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) menyelenggarakan fungsi :



d)

)

merencanakan kegiatan progran kerja anggaran Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan prioritas target sasaran
yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Barang Milk Daerah (BMD) sesuai dengan bidang tugasnya
baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) baik secara lisan maupun tertulis
untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanna tugas;
memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) dengan membandingkan antara
hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan hasil kerja yang dicapai
sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program,
kegiatan, dan anggaran kegiatan sub bagian;

mengelola data dan informasi;

menyusun bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan
kebudayaan;

memantau dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan
anggaran;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Barang Milik Daerah (BMD) baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang
telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Barang Milik Daerah (BMD).

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan

ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan

rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan

kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan



nonformal, dan kebudayaan; dankoordinasi dan penyusunan bahan kerja sama,

publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan. Untuk melaksanakan, Kepala Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a)

d)

e)

k)

merencanakan kegiatan progran kerja anggaran Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
agar tugas segera diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian  bak secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanna tugas;

memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja
untuk penyempumaan hasil kerja;

menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier,

menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;

melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi,
ketatalaksanaan;

menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan;

memfasilitasi bantuan hukum;

mengelola kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan nonformal, dan kebudayaan;

koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan
masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
nonformal, dan kebudayaan:

melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik
secara ftertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan
informasi bagi atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, yang melaksanakan tugas:
mengurus usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus,
fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan
menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik,
penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak
usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama
kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga
kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional
dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya. Untuk melaksanakan, Kepala Sub

Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi :

a) merencanakan kegiatan progran kerja anggaran Sub Bagian Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik secara lisan maupun tertulis untuk
menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanna tugas;

d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dengan membandingkan antara hasil
kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan berdasarkan hasil kerja yang dicapaisebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;

f)  mengurus usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan
khusus;

g) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, dan pendidikan nonformal;



memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan
pendidikan khusus;

memfasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi
izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama,
sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama;
memfasilitasi urusan pembinaan perfilman;

memfasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME;
memfasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas
pembantuan lainnya;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan.

3. Kepala Bidang, terdiri dari :

a.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal,

melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Untuk

melaksanakan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Non

a)

b)

d)

e)

Formal, menyelenggarakan fungsi

penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pembinaan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal:

pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter pendidikan anak usia dinidan pendidikan nonformal;

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia
dinidan pendidikan nonformal;




f) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum danpenilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

g) pelaporan di bidang kurikulum danpenilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,
serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dinidan
pendidikan nonformal;

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan

fungsi.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal
(PNF) membawahi :

;3

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD Dan Pendidikan Nonformal

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas menyusun bahan

perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan

anak usia dini dan pendidikan nonformal, menyusun bahan penetapan kurikulum
muatan lokaldan kriteria penilaian pendidikan nonformal, menyusun bahan pembinaan
pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan
penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal danmenyusunpelaporan

di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Untuk melaksanakan, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, menyelenggarakan

fungsi :

a) merencanakan kegiatan progran kerja anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian
berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian
sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas
segera diproses lebih lanjut;

c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan
Penilaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan
dan kesalahan dalam pelaksanna tugas;

d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan
Penilaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk

penyempurnaan hasil kerja;



e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian

berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan
peningkatan karier;

menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan
penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

g) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian

pendidikan nonformal;

h) menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan

j)

anak usia dini dan pendidikan nonformal;

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian baik secara
tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi

atasan; dan

k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Non Formal secara berkala dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian.
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan
Non Formal.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas
menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, menyusun bahan pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta
didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dan menyusun pelaporan
di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Untuk melaksanakan, Kepala
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, menyelenggarakan fungsi :

a) merencanakan kegiatan progran kerja anggaran Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;



b)

d)

membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanna tugas;

memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
dalam pembinaan dan peningkatan karier;

menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakandi bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonforma;

menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, danpembangunan karakter
peserta didikpendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat,
bakat, prestasi, danpembangunan karakter peserta didikpendidikan anak usia
dini dan pendidikan nonformal;

mnyusun pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi,
danpembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal secara berkala dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan



sekolah dasar—Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang PembinaanSekolah

Dasar, menyelenggarakan fungsi :

a)

b)

9)

h)

penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum danpenilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik
dan pembangunan karakter sekolah dasar;

pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum danpenilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter sekolah dasar;

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar:
penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah
dasar;

penyusunan bahan pembinaan kurikulum danpenilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah
dasar;

penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya
dalam daerah kabupaten/kota;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum danpenilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter sekolah dasar;

pelaporan di bidang kurikulum danpenilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar:
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan
fungsi.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawai :

i

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;

Kepala Seksi Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas menyusun
bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian
sekolah dasar, menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan
kriteria penilaian sekolah dasar;, menyusun bahan pembinaan pelaksanaan
kurikulum dan penilaian sekolah dasar, menyusun bahan pembinaan bahasa
dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota, menyusun
bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah




dasar danmenyusun pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah

dasar. Untuk melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

a)

b)

d)

merencanakan kegiatan progran kerja anggaran Seksi Kurikulum dan
Penilaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan
Penilaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun
tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan
Penilaian  baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanna tugas;

memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan
Penilaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk
kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan
Penilaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;

menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum
dan penilaian sekolah dasar;

menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokaldan kriteria penilaian
sekolah dasar;

menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah
dasar;

menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya
dalam daerah kabupaten/ kota;

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan
penilaian sekolah dasar;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian baik
secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan
informasi bagi atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Kurikulum dan Penilaian.



2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas

menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik

sekolah dasar , menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi,

danpembangunan karakter peserta didiksekolah dasar, menyusun bahan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan

pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar; dan menyusun pelaporan

di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter

peserta didik sekolah dasar. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peserta

Didik dan Pembangunan Karakter, menyelenggarakan fungsi :

a)

d)

g)

h)

merencanakan kegiatan progran kerja anggaran Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter berdasarkan prioritas target sasaran yang akan
dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik
dan Pembangunan Karakter baik secara lisan maupun tertulis untuk
menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanna tugas;
memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik
dan Pembangunan Karakter dengan membandingkan antara hasil kerja
dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai
bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakandi bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta
didik sekolah dasar;

menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, danpembangunan
karakter peserta didik sekolah dasar;

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, danpembangunan karakter peserta didiksekolah

dasar;



i) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

j)  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Dasar secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan sekolah menengah pertama. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang

Pembinaan SMP menyelenggarakan fungsi :

a)

penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum danpenilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum danpenilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karaktersekolah menengah pertama;

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah
pertama;

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah
menengah pertama;

penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum danpenilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter sekolah menengah pertama;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter sekolah menengah pertama; dan

pelaporan di bidang kurikulum danpenilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karaktersekolah menengah
pertama.




Kepala Bidang Pembinaan SMP membawahi:
1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas menyusun

bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian

sekolah menengah pertama, menyusun bahan penetapan kurikulum muatan

lokaldan kriteria penilaian sekolah menengah pertama, menyusun bahan

pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama,

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan

penilaian sekolah menengah pertama dan menyusun pelaporan di bidang

kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama. Untuk melaksanakan

tugas, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

a)

b)

d)

g)

merencanakan kegiatan progran kerja anggaran Seksi Kurikulum dan
Penilaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan
Penilaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun
tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan
Penilaian  baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanna tugas;

memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan
Penilaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk
kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Kurikulum dan
Penilaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;

penyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum
dan penilaian sekolah menengah pertama;

menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokaldan kriteria penilaian
sekolah menengah pertama;

menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian
sekolah menengah pertama;




i) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan
penilaian sekolah menengah pertama;

j) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian baik
secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan
informasi bagi atasan; dan

k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama secara berkala dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
Menengah Pertama.

Kepala Seksi Perserta Didik dan Pembangunan Karakter ,mempunyai
tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta
didik sekolah menengah pertama;menyusun bahan pembinaan minat, bakat,
prestasi, danpembangunan karakter peserta didik sekolah menengah
pertama;menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, danpembangunan karakter peserta didik sekolah
menengah pertama; dan menyusun pelaporan di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah
pertama. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter,menyelenggarakan fungsi:

a) merencanakan kegiatan progran kerja anggaran Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter berdasarkan prioritas target sasaran yang akan
dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik
dan Pembangunan Karakter sesuai dengan bidang tugasnya baik secara
lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik
dan Pembangunan Karakter baik secara lisan maupun tertulis untuk
menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanna tugas;

d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik
dan Pembangunan Karakter dengan membandingkan antara hasil kerja
dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;




e) menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai
bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f)  menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakandi bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta
didik sekolah menengah pertama;

g) menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, danpembangunan
karakter peserta didik sekolah menengah pertama;

h) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, danpembangunan karakter peserta didik sekolah
menengah pertama;

i) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

j)  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama secara berkala dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan
tugas, Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan
sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat,
danpembinaan kesenian;

b) penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan
museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan
komunitas dan lembaga adat, danpembinaan kesenian;

c) penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam
daerah kabupaten/kota;

d) penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah
kabupaten/kota;




el

e) penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat
penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;

f)  penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah
kabupaten/kota;

@) penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;

h) penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya
peringkat kabupaten/kota;

i) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota;

j)  penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;

k) penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan
museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan
komunitas dan lembaga adat, danpembinaan kesenian;

) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan lembaga adat, danpembinaan kesenian; dan

m) pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum
kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan
lembaga adat, danpembinaan kesenian. Kepala Bidang Kebudayaan membawahi:

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan,

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan Untuk

melaksanakan, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah
dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga
kebudayaan;

b) penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;




a)

h)

penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan
pendidikan nonformal;

penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan
nonformal;

penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan
dalam kabupaten/kota;

penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan
permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga
kebudayaan lainnya;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan
nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Kepala Bidang Ketenagaan membawahi :

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan
Nonformal;

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non
Formal mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini
dan pendidikan nonformal;menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi
pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal; menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; menyusun
bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan menyusun
pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi PTK
PAUD dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi :




c)

d)

9)

h)

merencanakan kegiatan progran kerja anggaran Seksi PTK PAUD dan
Pendidikan Non Formal berdasarkan prioritas target sasaran yang akan
dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

membagi fugas kepada para bawahan lingkungan Seksi PTK PAUD dan
Pendidikan Non Formal sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi PTK PAUD dan
Pendidikan Non Formal baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanna tugas;

memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi PTK PAUD dan
Pendidikan Non Formal dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi PTK PAUD dan
Pendidikan Non Formal berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
dalam pembinaan dan peningkatan karier;

menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal;

menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan nonformal:

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal:
melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non
Formal baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan
Ketenagaan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal.

. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas;

Kepala Seksi PTK Dikdas mempunyai tugas menyusun bahan perumusan,

koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;menyusun bahan rencana




9)

h)

k)

kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama; menyusun bahan pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;menyusun
bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan menyusun
pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar
dan sekolah menengah pertama Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi PTK

Dikdas menyelenggarakan fungsi :

a) merencanakan kegiatan progran kerja anggaran Seksi PTK Dikdas
berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b) membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi PTK Dikdas sesuai
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera
diproses lebih lanjut;

c) memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi PTK Dikdas baik
secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan
dalam pelaksanna tugas;

d) memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi PTK Dikdas
dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk
penyempurnaan hasil kerja;

menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi PTK Dikdas berdasarkan hasil
kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik
dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama;

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi PTK Dikdas baik secara tertulis maupun
lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Seksi PTK Dikdas




3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang
berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4, Jabatan Pelaksana

(1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil
analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.

(2) Nama-nama jabatan pelaksana dilingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dengan Keputusan
Bupati.

(4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

(5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

(6) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana dilingkungan Dinas dilakukan oleh
Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemindahan PNS dalam Jabatan pelaksana dilingkungan Dinas dilakukan oleh
Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati’

(8) Uraian tugas Jabatan Pelaksana lingkup Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas.

(9) Pengangkatan dan pemindahan PNS pelaksana diusulkan oleh kepala perangkat
daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam peta jabatan

perangkat daerah.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk untuk pelaksanaan kegiatan teknis
operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT pada dinas
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Berikut adalah gambaran Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lamandau ;
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau
tahun 2022 berdasarkan eselon sebagai berikut

- Eselonllb =01 orang
- Eselonlila =01 orang
- Eselon llib = 05 orang
- Eselon IV = 10 orang
- Fungsional = 05 orang

Jumlah = 22 orang

Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau
tahun 2022 berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

- Doctoral (S3) = - orang
- Pascasarjana (S2) = 04 orang
- Sarjana (S1/D4) = 28 orang
- Sarjana Muda (D3) = 02 orang
- SLTA = 10 orang
- SLTP = - orang

Jumlah = 44 orang

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lamandau tahun 2022 yang dikelompokan berdasarkan golongan adalah sebagai

berikut :

- Golongan IV = 16 orang
- Golongan lli = 19 orang
- Golongan Il = 09 orang
- Golongan | = - orang

Jumlah = 44 orang

Selain jumlah di atas terdapat pula Pegawai Tenaga Kontrak Tahun 2022 di Kantor Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau sebanyak :

- 8 =14 orang
- D3 =01 orang



- SLTA/Paket C =21 orang
Jumliah = 36 orang

Selain itu terdapat juga Pegawai Negeri Sipil di unit kerja pendidikan dikecamatan  dan
pengawas pada Tahun 2022, dengan data sebagai berikut :

Pengawas SD /SMP/SLTA =18 orang
- Penilik PLS =09 orang
Jumiah =27 orang

Sedangkan Tenaga Fungsional guru yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau

berdasarkan tugas mengajar dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Tenaga Pendidik dan Kependidikan DIKDAS Dinas DIKBUD Kab. Lamandau

Tahun Pelajaran 2022/2023
JENJANG PENDIDIKAN
e it e TK KB | TPA | SPS | PKBM | SKB | SD SMP
1 | Kec. Bulik 657 93 20 1 1 3 6 272 113
2 | Kec. Mentobi Raya 196 25 15 0 0 1 0 89 41
3 | Kec. Belantikan Raya 189 10 4 0 0 0 0 105 34
4 | Kec. Delang 185 18 13 0 0 0 0 98 34
5 | Kec. Sematu Jaya 181 28 14 0 0 0 0 67 42
6 | Kec. Bulik Timur 181 22 5 0 0 0 0 89 40
7 | Kec. Lamandau 172 14 3 0 0 0 0 85 42
8 | Kec. Batang Kawa 125 8 2 0 0 0 0 67 30
Total 1,886 218 | 76 1 1 4 6 | 872 | 376

Sumber : Data Pokok Kependidikan (Dapodik Per 14 Desember 2022)

222 Kondisi Sarana dan Prasarana
A. Aset Tetap

Nilai aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lamandau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 167.326.363.948,05 dengan
perincian sebagai berikut :



Laporan Perbandingan Neraca 2020 dan 2021

Tabel. 2.2.2

Aset Tetap 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Tanah 9.605.352.130,00 9.605.352.130,00
Peralatan dan Mesin 47.198.736.143,00 38.744.194.043,00
Gedung dan Bangunan 239.207.830.354,89 232.005.632.485,89
Jalan, Jaringan dan Irigasi 3.052.654.519,00 3.052.654.519,00
Aset Tetap Lainnya 21.709.388.392,16 21.133.227.292,16
Kontruksi Dalam Pengerjaan 8.359.535.787,00 8.359.535.787,00
Akumulasi Penyusutan (161.807.132.378,00) (155.100.130.456,00)
Jumiah Aset Tetap 167.326.363.948,05 157.800.464.801,05

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Audited Dinas DIKBUD Kab. Lamandau Tahun 2021

Penjelasan Mutasi Aset Tetap Tahun 2021

TANAH
Saldo per 1 Januari 2021 Rp 9.605.352.130,00
Belanja Modal Tahun 2021 Rp
Saldo akhir per 31 Desember 2021 Rp 9.605.352.130,00
PERALATAN DAN MESIN
Saldo per 1 Januari 2021 Rp 38.744.194.043,00
Belanja Modal Tahun 2021 Rp 8.454.542.100,00
Saldo akhir per 31 Desember 2021 Rp 47.198.736.143,00
GEDUNG DAN BANGUNAN
Saldo per 1 Januari 2021 Rp 232.005.632.485,89
Belanja Modal Tahun 2021 Rp 7.202.197.869,00
Saldo akhir per 31 Desember 2021 Rp 239.207.830.354,89




JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo per 1 Januari 2021 Rp 3.052.654.519,00

Belanja Modal Tahun 2021 Rp 00

Saldo akhir per 31 Desember 2021 Rp 3.052.654.519,00
ASET TETAP LAINNYA

Saldo per 1 Januari 2021 Rp 21.133.227.292,16

Belanja Modal Tahun 2021 Rp 576.161.100,00

Saldo akhir per 31 Desember 2021 Rp 21.709.388.392,16

KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN (KDP)

Saldo per 1 Januari 2021 Rp 8.359.535.787,00
KDP Tahun 2021 Rp .
Saldo akhir per 31 Desember 2021 Rp 8.359.535.787,00

AKUMULASI PENYUSUTAN

Saldo per 1 Januari 2021 Rp (155.100.130.456,00)
Beban penyusutan Tahun 2021 Rp (6.707.001.922,00)
Saldo akhir per 31 Desember 2021 Rp (161.807.132.378,00)

B. Aset Tetap Lainnya

Nilai aset lainnya yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau
sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 00 dengan penjelasan sebagai berikut :

e Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp. 96.250.000,00

o Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 senilai
(Rp.96.250.000,00)



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pendidikan adalah salah satu bagian urusan wajib pelayanan dasar yamg harus dipenuhi
oleh Pemerintah Daerah khususnya yang terkait dengan pelayanan pendidikan dasar, untuk itu
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sangat penting untuk dicapai oleh Pemerintah selain target-target
pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan. Berikut disampaiakn hasil
capaian kinerja penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten
Lamandau Pada Tahun 2021.

2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah
tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat
digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS
dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah,
Berikut adalah data capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Lamandau dari
tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 2.3.1
Data Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Tahun 2018-2022

Capaian Kinerja
2018 | 2019 | 2020 2021 2022

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,97 8,38 8,42 8,43 8,53

Sumber Data : sirusa.bps.go.id

Indikator Kinerja

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan angka rata-rata lama sekolah di
Kabupaten Lamandau setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 7,97 pada tahun
2018 menjadi 8,53 pada tahun 2022, ini artinya, secara rata-rata penduduk Indonesia
yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,53 tahun pada tahun
2022 atau hampir menamatkan kelas IX.

2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS), didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat
digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai



jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam
pendidikan formal pada waktu tertentu. Berikut adalah data capaian harapan lama sekolah
(HLS) Kabupaten Lamandau dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 2.3.2
Data Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS)
Tahun 2018-2022

Capaian Kinerja
2018 2019 2020 2021 2022

Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,46 | 1247 | 1248 12,49 12,51

Sumber Data : sirusa.bps.go.id

Indikator Kinerja

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan angka harapan lama sekolah di
Kabupaten Lamandau setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 12,46 pada tahun
2018 menjadi 12,51 pada tahun 2022, ini artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang
masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah
selama 12,51 tahun atau setara dengan Diploma |.

2.3.3. Capaian Indikator Kinerja Urusan (SPM Bidang Pendidikan)

Urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.SPM
pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang
merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara
minimal. Untuk daerah kabupaten/kota jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan
terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
Terdapat perubahan dari SPM sebelumnya yang hanya pendidikan dasar saja.

Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai
Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di
bidang pendidikan, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan pelayanan
minimal pendidikan di Kabupaten Lamandau sesuai dengan indikator yang
telah ditetapkan.

Pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan mendapatkan perhatian yang serius
dari Pemerintah Kabupaten Lamandau karena berkenaan dan menyangkut dengan
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pelayanan hak dasar setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Untuk itu,
Pemerintah Kabupaten Lamandau terus berupaya mencapai dan mengimplementasikan
indikator pelayanan minimal pendidikan tersebut agar dapat memenuhi hak-hak setiap
warga masyarakat di Kabupaten Lamandau. Berikut kami sampaikan data capaian
indikator kinerja urusan pada tahun 2021 yang juga terkait dengan pencapaian SPM :

Tabel 2.3.3.1
Data Capaian Indikator Kinerja Urusan
Pada tahun 2021
; s Satuan Indikator Realisasi Capaian
N tnciator Kinerja Urisan Kinerja Urusan Tahun 2021
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang "
! | berpartisifasi dalam pendidikan (APS) ; 6659
Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang
2 | berpartisifasi dalam pendidikan dasar % 98,45
(APS)
Rata-rata kemampuan literasi SD "
3 berdasarkan asesmen nasional nikad 1,70
Rata-rata kemampuan numerasi SD i
4 berdasarkan asesmen nasional nilas 185
Rata-rata kemampuan literasi SMP .
: berdasarkan asesmen nasional Dl 1,20
Rata-rata kemampuan numerasi SMP .
6 berdasarkan asesmen nasional il 1,96
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan
7 | PAUD yang mendapatkan minimal nilai 64,44
Akreditasi B
Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD i
8 | Formal dengan kualifikasi S1/D.IV - 20
9 | Rasio Pengawas dan Penilik PAUD rasio/nilai 3,79

Sumber Data : bangda.kemendagri.go.id

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Lamandau masih belum
maksimal karena belum adanya strategi khusus untuk pencapaiannya, disisi lain indikator
indikator tersebut adalah indikator capaian SPM baru sebagai implementasi
Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022.

Jumlah Warisan Budaya Benda yang dilestarikan

Warisan Budaya Benda adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar
Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang belum
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melalui proses penetapan sebagai cagar budaya. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat
kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs
Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang periu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,
dan/atau kebudayaan yang telah ditetapkan melalui proses penetapan.

Parameter yang digunakan untuk menghitung capaian pada indikator ini adalah jumiah warisan
budaya benda Kab. Lamandau yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya daerah. Bentuk
pelestarian warisan budaya tersebut berupa penetapan warisan budaya Kab. Lamandau baik
benda maupun takbenda. Berikut capaian jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan :

Tabel 2.3.3.1
Jumlah Warisan Budaya Benda yang dilestarikan
Dari tahun 2019-2021

Capaian Kinerja
2019 2020 2021

Objek 43 42 9 94 Objek
Sumber Data : Lakip Dinas DIKBUD Tahun 2021

Jumlah

Indikator Kinerja Satuan

Jumlah Warisan Budaya
Benda yang dilestarikan

Saat ini jumlah warisan budaya benda yang sudah di Perda-kan adalah berjumiah 209
warisan budaya, fokus rencana pelestarian adalah Penetapan warisan budaya benda oleh
Tim Registrasi dan Penetapan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi untuk diakui sebagai bagian dari warisan budaya benda nasional dan

tercatat dalam sistem registrasi nasional.

Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

Warisan Budaya Takbenda adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan,
keterampilan-serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya
yang oleh masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus, individu diakui sebagai
bagian dari warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, ditransmisikan dari
generasi ke generasi, terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok
sebagai tanggapan terhadap lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan
sejarah mereka, dan memberi mereka rasa identitas dan kontinuitas, sehingga
mendorong penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia.
Berikut adalah capaian jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan :



Tabel 2.3.3.2

Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

Dari tahun 2019-2021
Indikator Kinerja Satuan Gepam Hoa Jumlah
2019 2020 2021
Jumlah Warisan Budaya . .
Takbenda yang dilestarikan Ohiek 0 16 4 63 Otjek

Sumber Data : Lakip Dinas DIKBUD Tahun 2021

Saat ini jumlah warisan budaya takbenda yang sudah di Perda-kan adalah berjumiah 220

warisan budaya, fokus rencana pelestarian adalah Penetapan warisan budaya takbenda

oleh Tim Registrasi dan Penetapan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Nasional untuk diakui sebagai bagian dari warisan budaya takbenda

nasional dan tercatat dalam sistem registrasi nasional.

2.3.8. Capaian Indikator Kinerja Urusan (SPM Bidang Kebudayaan)

No.

Indikator Kinerja Urusan

Satuan Indikator
Kinerja Urusan

Realisasi Capaian
Tahun 2021

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun
ke atas yang pernah terlibat sebagai
pelaku/pendukung pertunjukan seni

%

1,0

Persentase rumah tangga yang
menyelenggarakan upacara adat

%

24,20

Persentase penduduk usia 10 tahun
ke atas yang mengunjungi
peninggalan sejarah

%

2,45

Persentase penduduk usia 10 tahun
keatas yang menonton secara
langsung pertunjukan seni

%

13,50

Persentase cagar budaya dan
warisan budaya takbenda yang
dilestarikan

%

25

Persentase penduduk yang memiliki
sumber penghasilan sebagai
pelaku/pendukung kegiatan seni

%

0,01

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.4.1. Kelompok Sasaran Bidang Pendidikan

Sumber Data : bangda.kemendagri.go.id

Kelompok sasaran yang menjadi target sasaran layanan khususnya dibidang pendidikan

dasar adalah sebagai berikut :

a. Penduduk Usia 5-6 Tahun untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;



b. Penduduk Usia 7-12 Tahun untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
¢. Penduduk Usia 13-15 Tahun untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
d. Penduduk Usia 7-18 Tahun untuk Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2.4.2. Kelompok Sasaran Bidang Kebudayaan
Kelompok sasaran yang menjadi target dari sasaran bidang kebudayaan adalah seluruh

warga Kabupaten Lamandau yang berperan serta dalam pemajuan warisan budaya
daerah bauk warisan budaya benda maupun warisan budaya takbenda.



BAB. III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)
adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara
berkesinambingan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin
keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari
satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional
dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu: (1) Tanpa
Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan
Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan
Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan
Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
(12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14)
Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang
Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang
memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium
(Millenium Development Goals) (MGDs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih
banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan,
menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Salah satu komitmen mensejahterakan masyarakat adalah Pendidikan yang
berkualitas dan mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya
manusia. Semakin tinggi pendidikan penduduk, diharapkan dapat menciptakan sumber daya
manusia yang tangguh dalam pembangunan. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten
Lamandau relatif tinggi dibanding lima tahun yang lalu, karena adanya program pemerintah
wajib belajar 12 tahun melalui sekolah gratis di Kabupaten Lamandau.



Untuk itulah pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam
bidang pendidikan, namun hasilnya masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat melalui
berbagai indikator yang menggambarkan kondisi pendidikan pada saat ini, antara lain pada
aspek kesempatan belajar dan mutu pendidikan diberbagai jenjang pendidikan, berikut adalah
identifikasi permasalahan berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dan urusan

pembangunan daerah :

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan
Urusan Pembangunan Daerah
Urusan

Tujuan Pembangunan

. Pembangunan Permasalahan
Berkelanjutan
Daerah

1. | Menjamin Kualitas Pendidikan Pendidikan a) Menurunnya guru berkualifikasi

yang Adil, dan Inklusif, serta SI/D-IV; dan

meningkatkan kesempatan b) Menurunnya angka melek huruf
belajar seumur hidup untuk penduduk berusia >15 tahun
semua

2. | Meningkatkan masyarakat | Kebudayaan |a) Belum optimalnya sarana

yang inklusif, dan damai untuk penyelenggara  seni  dan
pembangunan  berkelanjutan, budaya; dan
menyediakan akses terhadap b) Kurang optimalnya pembinaan
keadilan bagi semua, dan sejarah lokal.

membangun institusi  yang
efektif, akuntabel, dan inklusif
di semua tingkatan

Sumber : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) SDG's

Permasalahan pembangunan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dari rumusan
permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan.



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 4 (empat) permasalahan yang mendasar
terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan bidang pendidikan dan kebudayaan
yaitu :

1. Menurunnya guru berkualifikasi SI/D-1V; dan

2. Menurunnya angka melek huruf penduduk berusia >15 tahun

3. Belum optimalnya sarana penyelenggara seni dan budaya; dan

4. Kurang optimalnya pembinaan sejarah lokal.

Berikut disampaikan tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran
Pembangunan daerah

Tabel 3.1.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
Masalah Pokok Akar Masalah

Sumber daya manusia | 1. Belum optimalnya inklusivitas | 1. Belum optimainya upaya
yang belum berdaya kualitas  pendidikan  melalui membangun  generasi
saing pengembangan akses serta yang handal melalui
2. Belum optimainya sumber daya yang berkualitas melalui pengarusutama-
pengembangan nilai dan berkuantitas an budaya dengan
budaya lokal dalam | 2. Belum optimalnya memanfaatkan teknologi
menunjang harmonisasi pengarusutamaan budaya infomasi.
kehidupan masyakarat berbasis penguatan modal | 2. Belum optimalnya
sosial untuk kesadaran hukum, pemantapan  kualitas
kentraman dan  ketertiban Sumber Daya Manusia
umum, dalam rangka melalui peningkatan
meningkatkan perlindungan kualitas pelayanan
masyarakat dasar.

3.2, Isue Strategis

Analisis isu-ise strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses
penyusunan RENSTRA untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksebtabilitas prioritas



pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat

dipertanggungjawabkan.

Renstra sebagai bagian dari Perencanaan pembangunan antara laian dimaksudkan agar
layanan perangkat daerah senantiassa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan
aspirasi penggunan layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari ma;yarakat dan
lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang dapat dikategorikan sebagai isu
strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisifasi akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis perangkat daerah dapat berasal dari analisis internal berupa identifikasi
permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan
peluang dan ancaman bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang. Ada beberapa isu
strategis yang menjadi catatan dalam perencanaan pembangunan di Dinas Pendidkan dan
Kebudayaan Kab. Lamandau kedepannya yaitu sebagai berikut :

Pemerataan pelayanan pendidikan formal (komposisi ideal tenaga pengajar);
Pengembangan digitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah;
Peningkatan Kesejahteraan Guru,

Peningkatan Kualitas sarana dasar pendidikan;

Peningkatan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan minimal 12 Tahun;

o oA e NS

Meningkatkan pemahaman dan pembinaan masyarakat terkait kebudayaan dan seni
tradisional.



BAB. IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau Tahun
2024-2026 penentuannya didasarkan kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 serta norma, standar, prosedur dan kriteria
(NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah. Sesuai
dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dalam rangka menjaga keselarasan
dengan dokumen perencanaan yang masih berlakudan  tetap menjaga  kesinambungan
pembangunan antar periode, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Lamandau merumuskan
sebuah konsep RPD 2023-2026. Terdapat 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai, dimana 2 (dua)
tujuan merupakan tujuan prioritas, selain itu juga terdapat 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai,
dimana terdapat 2 (dua) sasaran yang merupakan sasaran strategis. Satu tujuan dan satu
sasaran adalah yang terkait dengan non urusan atau sasaran kesekretariatan. Berikut adalah
Tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau
berdasarkan Rencana  Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 vyaitu sebagai

berikut :
Tabel 4.1.1
Tujuan dan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Periode 2024-2026
Tujuan Sasaran
Meningkatkan Akses dan ¢ ; % i
Kualitas Pelayanan dMemngkatnya kualitas dan Aksebilitas layanan pendidikan
i asar

Pendidikan
Meningkatkan warisan : : ;
budaya daerah yang Memng.kamya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang

g : dilestarikan
dilestarikan
Wioringxatal petyanan Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah
urusan perangkat daerah

Sumber : RPD Kab. Lamandau Periode 2024-2026



4.2. Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing
Tabel 4.2.1
Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

KONDISI TARGET KONDISI
j TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN | AWAL : AKHIR
i 2023 2024 | 2025 | 2026 2026
Meningkatkan Akses dan Kualitas Meningkatnya kualitas dan aksebilitas . -
Pelayanan Pendidikan layanan pendidikan dasar Capaian SPM Pendidikan Dasar Persen 7007 | 7212 | 74,02 | 7501 | 7501
Harapan Lama Sekolah Tahun 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1255
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,54 8,88 8,95 9,00 9,00
Persentase siswa dengan nilai
kompetensi literasi yang memenuhi Nilai 2,7 2,81 29 3 3
kompetensi minimum
Persentase sekolah yang memiliki
ruang kelas dalam kondisi baik Persen 65 70 75 80 80
Persentase sekolah yang memiliki
aksss intorrist Persen 55 60 65 70 70
Persentase sekolah yang memliki
akses jalan dalam kondisi mantap e 0 %0 X 100 100
Persentase sekolah yang memliki
aksas ol basill Persen 60 65 70 75 75
. . . ; ; Persentase Cagar Budaya dan
Meningkatkan warisan budaya Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan ;
daerah yang dilestarikan lokal yang dilestarikan ;\_lansap Rudaya Tex Benda yang Pacien - % “ %0 50
ilestarikan
Meningkatkan layanan urusan ’ - s 2 2
pera:ggkat daerarm Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai BB (70) (?g} (gg} (353) BB (85)




BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna Mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Lamandau melalui Rencana Strategis 2024-2026, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Lamandau menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan
urusan penunjang pendidikan dan kebudayaan melalui Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran
akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Perumusan strategi
mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau
berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi pada Bab sebelumnya.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau dalam kurun wakiu
beberapa tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akses Meningkatnya kualitas dan | Peningkatan Mutu Belajar,
dan Kualitas Pelayanan | aksebilitas layanan Profesionalisme Pendidik,

Perbaikan dan Pemerataan

Pendidikan pendidikan dasar Kualitas lembaga/satuan kualitas layanan

pendidikan dan nilai Assesmen
dan akreditasi sekolah

Peningkatan Angka Partisifasi
j:ﬂ:';i{:ng:;:ﬁ:r:jsﬁ%asar Perbaikan dan Pemerataan
Sekolah serta Pemenuhan akses layanan sekolah

Pemerataan Pendidik

Perbaikan dan Pembinaan

Lembaga dan Satuan Perbaikan Level Akreditasi

Pendidikan Sekolah

Perbaikan Literasi, Numeriasi Perbaikan Raport Mutu dan

dan Karakter Peserta Didik SPM Pendidikan Dasar

gmg?:g;n;"g;gna Pemenuhan Sarana dan

s Prasarana Sekolah

Pendidikan

Pengadaan dan Pemeliharaan Peningkatan Sarana

Sarana TIK Sekolah Digitalisasi Sekolah
Keterlibatan Masyarakat

Peningkatan Kerjasama Dengan

Masyarakat dan Pihak Ketiga ko Pelayanan

Pendanaan Pendidikan

Pembangunan dan .
. o Peningkatan Sarana
Pemeliharaan Sarana Sanitasi Sanitasi Sekolah

Sekolah




Meningkatkan warisan Meningkatnya Objek Peningkatan Objek Pemajuan Pemajuan Kebudayaan
budaya daerah yang Pemajuan Kebudayaan Kebudayaan Lokal yang Daerah

dilestarikan Lokal yang dilestarikan dilestarikan

M‘f;";%";“‘;’; <o Meningkatnya Nilai AKIP | Peningkatan tata kelola SAKIP | Perbaikan Pelayanan
petay Perangkat Daerah OPD Administrasi Pemerintahan

perangkat daerah

Tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu

tahun 2024-2026 adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar dengan arah

kebijakan sebagai berikut :

a.

Perbaikan dan Pemerataan Kualitas Layanan;

Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara Peningkatan Mutu Belajar, Profesionalisme
Pendidik, Kualitas lembaga/satuan pendidikan dan nilai Assesmen dan akreditasi sekolah.
Perbaikan dan Pemerataan Akses Layanan Sekolah

Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara Peningkatan Angka Partisifasi Sekolah,
Angka Partisifasi Kasar dan Angka Partisifasi Murni Sekolah serta Pemenuhan
Pemerataan Pendidik

Perbaikan Level Akreditasi Sekolah;

Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara Perbaikan dan Pembinaan Lembaga dan
Satuan Pendidikan dari Jenjang PAUD/PNF, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama.

Perbaikan Raport Mutu dan SPM Pendidikan Dasar;

Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara Perbaikan Literasi dan Numerasi Siswa
serta Karakter Peserta Didik yang salah satu upayanya dengan optimalisasi Bantuan
operasional Sekolah (BOS) pada setiap level/jenjang pendidikan.

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah;

Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan pembangunan
serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang dibiayai dari APBD dan APBN
serta bantuan Pihak ketiga lainnya.

Peningkatan Sarana Digitalisasi Sekolah;

Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara menyediakan sarana TIK di masing-
masing sekolah melalui Sumber Dana yang dibiayai dari APBD dan APBN serta bantuan
Pihak ketiga lainnya.




g. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelayanan dan Pendanaan Pendidikan;
Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara mengajak seluruh elemen masyarakat di
Kabupaten Lamandau pada khususnya untuk ikut berpartisifasi dalam peningkatan layanan
pendidikan terutama pendidikan dasar.
h. Peningkatan Sarana Sanitasi Sekolah;
Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara melaksanakan pembangunan dan
pemeliharaan sanitasi sekolah pada setiap level dan jenjang yang dibiayai dari APBD dan
APBN serta bantuan Pihak ketiga lainnya.
i. Pemajuan Kebudayaan Daerah;
Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara pelestarian warisan budaya yang
dilakukan dengan cara
1. Inventarisasi warisan budaya daerah,
Sebagai bentuk pelaksanaan amanah Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar
Budaya di wilayah Kabupaten Lamandau sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dipandang perlu untuk
dilakukan sebagai langkah awalnya adalah dengan melaksanakan tahapan
perlindungan Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya di Kabupaten Lamandau. Hal
ini diawali dengan melakukan inventarisasi warisan budaya benda.
2. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah,
Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau dibentuk dan harus
mendapatkan sertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. kedepan Tim Ahli
Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau bersama dengan Dewan Cagar Budaya
yang berasal dari Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lamandau kemudian akan
bersidang untuk menentukan warisan budaya benda apa saja yang memenuhi syarat
untuk ditentukan sebagai cagar budaya di Kabupaten Lamandau. Hasil keputusan
persidangan ini akan berbentuk rekomendasi kepada Bupati lamandau agar dijadikan
sebagai dasar dalam penerbitan Keputusan Bupati Lamandau tentang Warisan
Budaya Benda dan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau
3. Memperkuat karakter seni dan budaya daerah;
Memperkuat karakter kesenian dan kebudayaan daerah Kabupaten
Lamandau, dalam hal ini adalah Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Pendukung
Pelaksanaan Kegiatan serta wujud pelaksanaan pembinaan kesenian dan

kebudayaannya.



j.  Perbaikan Pelayanan Administrasi Pemerintahan.
Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan cara memastikan dan melakukan perbaikan
seluruh pelayanan administrasi pemerintahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Lamandau sesuai dengan regulasi guna menciptakan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dapat

dirasakan akuntabilitasnya oleh masyarakat.



BAB. VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini menggambarkan program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang akan

dilakukan dalam kurun waktu 2024 — 2026 yang akan dicapai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Lamandau, dimana meliputi: program, kegiatan dan sub kegiatan lokalitas kewenangan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

6.1.  Program, Indikator, Target dan Pendanaannya pada Tahun 2024-2026

Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024-2026 pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kab. Lamandau sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1.1
Program Tahun 2024-2026
Target Pendanaan
No. Program Indikator 2024 2025 2026 (qut:)an
Program Penunjang :
Urusan Pemeriniahan Persentase menmgkatnya_ . .
1 Daerah pelayanan Urusan Pemerintah | 100% 100% 100% 468,238
Kabupaten/Kota Paersh
Persentase Pencapaian
2 | Progrem Pengelolaan | iandar pelayanan Minimal | 72.12% | 7402% | 7501% | 184245
(SPM) Pendidikan Dasar
Program Pendidik dan | Persentase GTK yang
3 | Tenaga Kependidikan | memilii sertfikat Pendidik 40% | 45% | 0% | 378000
Program Persentase Jenis Objek
4 | Pengembangan Pemajuan Kebudayaan (OPK) | 100% 100% 100% 3.675,00
Kebudayaan yang dilestarikan
Program Persentase meningkatnya
5 | Pengembangan Kapasitas SDM Kesenian 100% 100% 100% 495,00
Kesenian Tradisional | Tradisional yang dibina
; Persentase meningkatnya
6 2:?9’3“‘ Pembinaan | | -nasitas SDM Sejarah 100% | 100% | 100% | 33000
jarah
Daerah
Program Pelestarian Persentase Objek Cagar
7 | dan Pengelolaan Budaya yang ditetapkan dan 33,33% | 66.66% | 100% 1.680,00
Cagar Budaya didayagunakan
Procram Penaslolasn Persentase Koleksi Museum
8 ng 9 dan Fasilitas Pendukungnya 33,33% | 66.66% | 100% 2.550,00
DHTHBEUIMED yang diberdayagunakan




6.2.  Kegiatan, Indikator, Target dan Pendanaannya pada Tahun 2024-2026
Berikut adalah Kegiatan, Indikator, Target dan Pendanaan pada Tahun 2024-2026 yang
dicanangkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Lamandau
Tabel 6.2.1
Kegiatan Tahun 2024-2026
2024 2025 2026
NO. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENDANAAN
TARGET TARGET TARGET |
Persentase meningkatnya pelayanan
Perencanaan, , dan
1 o PRAGRIODNAN perencanaan, penganggaran dan evaluasi 100 Persen | 100 Persen | 100  Persen 120.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
kinerja perangkat daerah
Administrasi Keuangan Perangkat  |Persentase meningkatnya pelayanan
2 Decrah adiministrast ksusngan perangieat daersh 100 Persen | 100 Persen | 100  Persen | 414.987.119.984
. N %‘ 1 = i katn o | L}
Administrasi Bar A e
g, [P mdra! ki '“:‘D”m" administrasi barang milk daerah pada 100 Persen | 100 Persen | 100  Persen 540.000.000
i perangkat daerah
Administrasi Kepegaw aian Persentase meningkatnya pelayanan
4 Perangkat b inisirasi sl porangkat daereh 100  Persen 100 Persen | 100  Persen 1.875.000.000
- " l_ r
& [RIORIAINI RGN | FHnsSEN RGNS DR 100 Persen| 100 Persen | 100 FPersen | 5.184.000.000
Daerah administrasi umum perangkat daerah
Pengadaan Barang Miik Daerah Persentase ketersediaan barang miiik
6 |Penunjang Urusan Pemerintah daerah penunjang urusan pemerintah 90  Persen | 95 Persen | 100  Persen 3.810.000.000
Daerah daerah dalam kondisi balk
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase meningkatnya pelayanan jasa 1 Pl
7 iLmsanF\snsriﬂahmDaerah penunjang Pemerintahan Daerah Wi Paeon | 1 | Peen ) 0 il B
Pemelinaraan Barang Milk Daerah | Persentase terpelinaranya Barang Miik
8 |Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan Pemerintahan 100  Persen 100  Persen 100  Persen 3.765.000.000
Daerah Damerah dalam kondisi baik
S:': Partisipaat Sakolahi(APS) Sekoln 9942 Persen | 99,85 Persen 100  Persen

Persentase Sekolah Dasar (S0) yang
terakreditasi minimal B
Jumiah w arga negara usia 7-12 Tahun yang

0200 Oral 10300 Ora 10400 Ora
berpartisifasi dalam pendidikan dasar 1 " " s
mhmmdanmnmm 3 Sekolsh| 3 Sekolah 3 Sekolah
Dasar (SD) yang tersedia
Jumiah Bangunan Sekolah Dasar (SD) yang
Pengelolaan Pendidikan Sekolah  |Terpelihara 82.375.000.000
9 |pasar Jumiah Bangunan Fisk Sekoih Dasar (SD) | 7 sexomn| 7  Sekolsh | 7  Sekolah e
dalam Kondisi Baik
Jumiah Sekolah Dasar (SD) yang memiiki
akses internet, Listrik dan Sumber Daya Air 5 Sekolah 5 Sekolah 5 Sekolah

3571 persen | 4464 persen | 5357 persen

Bersih
Rata-rata Kemampuan Literasi SO
18 ’

berdasarkan A T T 1,7  persen J persen | 19  persen
Rata-rata Kemampuan Numerasi SD

& e 1,7  perse 18 sen
berdasarkan Asesmen Nasional W pesmen " P
ndeks Karakter peserta didik SD 2.1 persen 22 persen 23 persen

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah
Menengah Pertama

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 104,3 Persen | 1048 Persen 105 Persen
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP BO,1 Persen | B21 Persen | 83,1 Persen
|Persentase Sekolah Menengah Pertama
(SMP) yang erakreditasi minimal B

Jumiah w arga negara usia 13-15 Tahun 8 o 2019 Oran 2932 O
yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 2857 9

Jumiah Peralatan den Perlengkapan Sekomh | o Yo " o m | o

98,0 Persen| 990 Persen 100  Persen

700 Persen | 79,0 Persen a0 Persen

SMP yang tersedia

10 |Penaeloisan Pendidian Sekolah frﬂa'lmunan Sekolah SMP yang 25 Unt | 28 U | 25 Unt | 56145000000

Menengah Pertama il 1

Jumiah Bangunan Fisk Sekolah SMP dalam 21 Unit 21 Unit 21 Unit
Kondisi Baik
Jumiah sekolah SMP yang memiliki akses - ag Unit 42 Unit
internet, Listrik, dan Sumber Daya Air Bersih 5 nt
Rata-rata Kemampuan Literasi SMP 191 Poin 2.25 Poin 265 Poin
berdasarkan asesmen nasional
Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP 178  Foin | 198  Poin | 248  Poin
berdasarkan nasional
Indeks Karakter peserta didik SMP 2,26 Poin 2,46 Pain 2,76 Foin
Jumiah peserta didik SMP yang berprestasi 108 Peserta 109 Peserta 11 Peserta
secara akademik dan non akademik Didik Didik Didik




2024 2025 2026
NO. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - = = PENDANAAN
Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PALUD 7215 Persen | 7325 Persen | 7405 Persen
i '“'u: ParisifasiKasar (APK)PAUD3-6 [ 555  persen | 81,1 FPersen | 825  Persen
Fngma PRl Eas N (AFWY PALD. 08 80  Persen| 815 Persen | 823 Persen
Tahun e X
Proporsi Jurish Satuan PAUD yang
Id siB 64,15 [Persen | 70,2 Persen | 7500 Persen
Jumiah w arga negara usia 5-6 tahun
berpartisifasi daiam pendidikan PAUD 2810 Orang | 2010 Crang | 3000 Orang
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Jumiah Peralatan dan Perlengkapan Sekolah
11 |oini (PAUD) PAUD yang tersedia 5620 Lok | 5820 Unt | 6000 UeR | 44,645,000.000
it Dasni Gelioiet: PALD yang 55 Uit | 58wt | 60 Uni
terpelihara
Juriah Bangunan Fisik Sekolah PAUD dalam .
Kondisi baik 25 Unit 30 Unit 35 Unit
. Satuan Satuan Satuan
Jumiah Sekolah PAUD yang memiliki akses =
intarne, listrik dan surber daya g bsrsih | 0 ":’n“" ¥ &"‘::""' 0 p"“‘im
Nilai rata-rata tingkat pencapaian
perkermbangan anak usia 5-6 tahun B A W Mga] 0 A
Persentase Warga Negara usia 7-18 Tahun
yang belum menyelesaikan pendidikan dasar
el stall hyang b risifasi 9874 Persen | 99,05 Persen 100  Persen
dalam pendidikan kesetaraan
Proporsi jumiah satuan PNF yang
1 el 40 Persen 100
mendapatkan minimal akreditasi B D Pwsen Frsen
e hon Angka Melek Huruf (AMH) 100 Persen | 100 Persen 100  Persen
12 muesewm | Angka Putus Sekolah Usia 7-18 Tahun 0 Persen| O  Persen | O  Persen | 16.110.000.000
Jumiah Peralatan dan Perlengkapan Sekolah ; ;
5 Unit 5 Unit 5 Unit
PNF yang tersedia
Jumiah Bangunan Sekolah PNF yang 3 ™ 5 Ui B Unit
Jumiah Bangunan Fisik Sekolah PNF dalam
i 1 balk 3 . Unit 5 Unit 7 Unit
Jumiah Sekolah PNF yang memifilki akses 1 Satuan 4 Satuan 1 Satuan
interned, listrik dan sumber daya air bersih Pendidik Pendidika Pendidika
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas |Persentase GTK yang memenuhi Standar
50 Persen | 55 Persen 60 Persen
Pendidik dan Tenaga Kependidikan |Kompetensi Pendidik
13 |bagi Satuan Pendidikan Dasar, 3.780.000.000
PAUD, dan Pendidikan Non Pertumbuhan Proporsi guru PAUD dengan 40 Feta 45 Persen 50 Persen
Formal/Kesetaraan kualifikasi 51/D4
Rasio Pengaw as dan Penilik PAUD 3,85 Rasio 39 Rasio 395 Rasio
|an9dnlaaﬂ Kebudayaan yang Persentase OPY Bidang Kebudayaan yang
14 Masys Pelakuny e 100 Persen | 100  Persen | 100  Persen 855.000.000
Pelestarian Kesenian Tradisional
15 |yang Masyarakat Pelakunya dalam |Persentase OPK Kesenian yang diestarkan | 100  Persen | 100  Persen | 100  Persen 660.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
| Permbinaan Lembaga Adat yang
16 |Penganutnya dalam Daerah Jumiah Lembaga Adat yang dibina 100  Persen | 100 Persen 100  Persen 2.160.000.000
Kabupaten/Kota
Pembinaan Kesenian yang Persentase sumber daya manusia kesenian
100  Per 100 5.000.
17 |Musyarakat Pelakunya dslem |iradisional dan cagar budaya yangdbina | 0 Foreen gk Fhmn i
18 (Satu) D Sej.ul :rahl paten/K 1 Persentase SDM Sejarah Lokal yang dibina 100  Persen | 100 Persen 100  Persen 330.000.000
Jumiah Objek cagar budaya yang
Penetapan Cagar Budaya Peringkat | direkomendasikan penetapannya menjadi ; F i
6 k 6 480.000.000
19 |kabupaten/Kota menjadi cagar budaya tingkat Kabupaten, o Lo o
Provinsi dan Nasional
Jurriah Objek Cagar Budaya yang
Pengelolaan Cagar Budaya direkomendasikan untuk didayagunakan
: 100 Pers 1 1.200.000.000
20 |peringkat Kabupaten/Kota sobagel cige: budsye tihghat Kebupmten, | 0 Feroen o Rl s -
Provinsi dan Nasional
2 ""““""“"I Mt Jumish Kunjungan Mesyarakatke Museum | 480 Orang | 480 Orang | 480 Orang |  2.550.000.000

Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat sekitar 21 (dua puluh satu) Kegiatan yang
akan di Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2024-2026 Pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kab. Lamandau.



Sub Kegiatan , Indikator, Target dan Pendanaannya pada Tahun 2024-2026
Berikut adalah Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pendanaan pada Tahun 2024-2026 yang
dicanangkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Lamandau

Tabel 6.3.1

Sub Kegiatan Tahun 2024-2026

NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA aae . PENDANAAN
TARGET TARGET TARGET
Feny Dokumen Pe Jurriah Dok F Perang
1 A kal Dasrah Daarah 1 Dokurmen 1 Dokumen 1 Dokurmen 20.250.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- | Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasi
2 SKFD i Peny iy RIA-SKFD 1 Dokurmen 1 [ 1 D 15.000.000
coordinasi dan P Bok Jurrlah Dokumen Perubahan RKA-SKFD dan
3 i Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan 1 O 1 Dok 1 Dok 12.000.000
Perubahan RKA-SKPD P P han RKA-SKFPD
¢ | oordiaaicen rewiawm peike] [ Uieh Dolimm DA SO den Lsportn Hesl} 1 o i o 15.000.000
Peny D DPA-SKFD
K —— f Jumiah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
5 SKPD 8] s ety s uman L Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen g | Dokumen 12.000.000
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumiah Laporan Capaian Kinerja dan khtisar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian |Realisas| Kinerja SKFD dan Laporan Hasil 3 1 15.750,000
8 | Kinerja dan khiisar Realisasi Kinerjs SKPD | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian % aporen Laponn Laporan e
Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKFD
7| Evanasi tnerja Perangkat Daerah it Laporary Bvakies] fer Ceraihat 1 laporan | 1 Laporan | 1 Laporan 30.000.000
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ‘:"m o"::;‘““ Msnerime Gay dan 17500 Orang 18000 Orang/b 18500 Orang 414.922.619.984
Pelaksanaan Penatausahaan dan er'hn Dokumen Penatausahaan dan
Dok 12 Dok 2.000.000
¥ | pengupaniVerifiasi i SKPD Pengujan/Verifikasi SKPD 1 17 1
Coornast Jumriah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKFD
10 nI::;rp‘l\::u: ml' poren dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laparan 15,000,000
% Laporan Akhir Tahun SKFD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan |Jumiah Dokuren Bahan Tanggapan Dok 1 Dok 1 Doku
" | Pemerisaan Pereriksaan dan Tndak Lanjut Pemerksaan | | ied e
Koordinasi dan Penyusunan Laporan :m Ka:rmn M::"I an
12|  Keusngan Bulsnan' Triwulenan Seresteran ||/ Ulanan/ Semesteran SKFD dan Lapor 12 Laporan | 12 Llaporan | 12 Leporan 15.000.000
S0 Bulanan/Triw ul SKFD
F [= Kebutuhan Barang |Jumiah Rencana Kebutuhan Barang Mk ; 2
v Dokumen 1 Do D .000.
"8 | weik Dasrah SKPD Deerah SKPD 1 1 45.000.000
14 |  Pangamanan Barang Miik Daerah SKPD ey mm'“""' Fehgeamias Bereng A 1 Dok 1 Dok 1 D 75.000.000
Jurriah Laporan Hasil Penilaian Barang Miik
15 SKM;:D’ Vasi dant Penksian Barang MMk Dsarah |, b den Hasl Koordinasi Penieian Barang | 1 Laporan 1 Laporan | 1 Laporan 75.000.000
Wik Dasrah SKPD
Pembi P 5 Jumiah Laporan Hasil Permbinaan,
16 Bar W“A o n :::::U " |Pangaw asan, dan Pengendalian Barang Miik 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000
gy Nk G Daerah pada SKPD
Rekonsikiasi dan Penyusunan Laporan Barang |Jumiah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan f 1 Rt 150.000.000
17| Mtk Daerah pada SKPD Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD taporan. | 1 Lewenm Lo i
Penatausahaan Barang Milk Daerah pada Jurriah Laporan Penatausahaan Barang Miik 1 1 La
18 SKPO Deerah pada SKPD 1 Laporan Laporan poran 75.000.000
Jurriah Dokumen Hasil Permenfaatan Barang B 1 Dok 1 o 80
19 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Mk Dastah SKFD 1 .000.000
20 Peni . Sarana dan Pr: Disiplin Junﬁh Unit F\sn_mhmn Sarana dan Prasarana 4 Unit Y Unit 4 Unit 75.000.000
Pegaw ai Disiplin ai
21 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut ;:.lrrhh Paket Pakalan Dinas beserta Atribut 1 Paket 4 Paket 1 Pakst §00.000.000
5 Fendataan dan Peng Administras) mwﬁ‘ - dan Pengs 1 o 1 O 1 Dok 150.000.000
pag i Adminis Kepegaw aian
2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilalan Kinerja Jnni!! D:hlrrm Monitoring, Evaluasi, dan 1 T 1 D 1 Dok 375,000,000
Pagaw ai Panilaian Kinerja Pegawal
Pendidikan dan Pelatihan Pegaw ai Jurriah Pegaw ai Berdasarkan Tugas dan 5 150.000.000
2 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengluti Pendidikan dan Pelatihan 1o Orang e 9 10 o
2= g Jumiah Orang yang Mengikuti Sosaksas: 50 50 225,000,000
25 i - A Perundang-Undangan w0 v 9 ?
Bibingan Teknis Implementasi Peraturan Jurriah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 300 000.000
% Perundang-Undangan impieeniasi Poraturan F o Undano 5 Crang 5 Orang 5 Crang 000 |
a —_—— : Jurriah Paket Komponen instalasi
PRy b i 1 Pakst 1 Paket 1 Paket 15,000.000
27 Lis Kantor rL-J_Iu'it:I'Flbnerangan Bangunan Kanlor yang
28 Panyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumiah Paket Peralatan dan Perlengkapan 2 Pakst 2 Paket 2 Paket 150.000.000
Kantor Kantor yang Disediak
23| Penyediasn Peralatan Rumah Tangga I TS [ e am | u e | F 0 Wk 444.000.000
30 |  Penyedisan Bahan Logistk Kantor mJ“ m"""’”‘ Dahan Logisik Kantor yang 9 Paket 9 Paket 9 Pakel 1.260.000.000




NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA s PENDANAAN
TARGET TARGET TARGET
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumish Paket Barang Cetakan dan
3 Paket & Faket ] - 0004
Penggandaan Pcigimsidiin yang 9 Paket 615.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan turan Jurrish Dokumen Bahan Bacaan Peraturan
32 . e X A e 1 Dob 1 Dol 1 D 165.000.000
Perundang-undanga F i gan yang
33 Penyediaan Bahan/Material Jurriah Paket rial yang Disediak 1 Pakst 1 Paket 1 Pakal 150.000.000
34 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jurrish Laporan Fasilitas| Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000
Fenyelenggaraan Rapal Koordinas| dan Juriah Laporan Penysienggaraan Rapat
35 Konsultas] SKPD T - 'SKrP.Ig“ 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2.235.000.000
Pengadaan | F gan Dinas atau|Jurmish Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau
» Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan ! Uit 0 Lk ¢ Ut 000000
F Dinas Op lonal Jurriah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau
Gl [ Lapargen yang isedie 1 Unit 0 Uit 1 Unit 960.000.000
38 |  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnys ‘r"_""“' Uik Pecslien o e Lshinyaiysng' | Unit 5 Unit 5 Unit 600.000.000
Pengadaan Gedung Kantor ateu Bangunan | Jurmiah Unit Gedung Kantor atau Bangunan
30 Lainnya &y Dis 1 Linit 1 Linit 1 Unit 1.350.000.000
Jurriah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
Peng Sarana dan F Gedung ¥
40 Kasifor st Bangunan Lanys rK_mﬂnlr Plau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 1 Uit 1 Unit 600.000.000
s | Peny Jasa Surat M """":r';l"*’"" Fouiacianiy dsw Syrat 1 Laporan | 1 Laporen | 1 Laporan 22.500.000
Penyediaan Jasa Kormunikasi, Surmber Daya  |Jumish Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
421 v dan Lisitk Surrber Daya Akr dan Lisirk yang Disediakan | | Lapory 1 Gaponn | 1 Lspoen S
Did Ko Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
L
43 Peny Jasa Palay Urmum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laparan : Laporan 37.500.000.000
Sy k:’; Paiek Kand Blaya Jummiah Kendaraan Perorangan Dinas atau
a4 ! o K [Dinas Jabalan yang Dipefihara dan | 2 [ 2 Unit 2 Unit 420,000,000
f Dinas atau Dinas Paiaknya
Jabatan 3
Penyediaan Jasa Permeliharaan, Biaya Jumish Kendaraan Dinas Operasional alau
45 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend: L yang Dip dan dit 1 Unit 1 Unit 1 Linit 420,000.000
Dinas Operasional alau Lapangan Pajak dan Perizinannya
46|  Pemsiharaan Poralatan dan Mesin Lainnya [ 2o Poreistan dan Mesin Lainnys yang 20 Uit 20 Unit 20 Unit 375.000.000
47 F /Rehabilas| Gadung Kantor dan |Jumiah m"‘fﬂw Uf mn Lainnya | o Unit 8 Unit 8 Unit £00.000.000
Lainnya yang Dip
Pemeliharaan/Rehabiitasi Sarans dan Jurmiah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
48 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang B Unit 8 Unit ] Unit 1.050.000.000
Lainnya | Dipedihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabiltasi Sarana dan Jummiah Sarana dan Prasarana Pendukung
43 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang -] Unit 8 Unit 8 Unit 900.000.000
B Lainnya | DipeliharaDirehabilitas|
50 Parrbangunan Unil Sekolsh Baru (USB) Jurriah Sekolah Baru yang Telsh Dibangun 1 Linit 1 Linit 1 Unit 4 800.000.000
51 Penambahan Ruang Kelas Baru Jurriah Ruang Kelas Baru yang Berlammbah 7 Ruang 7 Ruang 7 Ruang 5,500.000.000
52 Parb Ruang Gur pal lah/TU m?_mmﬁ hiTU yang 3 Ruang a Ruang 3 Ruang 2.400.000.000
sa| ¥ Ruang Unlt Kesshatan Sekoliah ‘.’r:::':__'f"“"“ Unit Kesehsian Sekolsh yarg 7 Ruang 7 Ruang 7 Ruang 2.250,000.000
54|  Pembangunan Perpustakaan Sekolah :_“:"'" Forpustakaan Sekoleh yang Telsh z Ruang 2 Ruang 2z Ruang 1.500.000.000
Permb Sarana, Pri dan Uias [ Jurrkah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
55 Seholeh yang Telsh Cibang 3 Unit 3 Unit a Unit 1.350.000.000
Pembangunan Rurmah Dinas Kepaia [Jurriah Rurmeh Dinas Kepata Sekolah, Guru, 2
58 Sekok Poni Sekolah yang Telsh C B 3 Lnit 3 Lnit 3 Unit .550.000.000
57|  Rehabiitasi Sedang/Berat Ruang Kelss uviel Runeg Falas: yacy Ceeliibillas! B Ruang 8 Ruang 8 Ruang 2.400.000.000
- thahi:fjl g/Beral Ruang Guru/Kepaia '::;:2—_ Ruang Gurw/Kepaia Eemﬂu yang 8 = s N 8 n 2.400,000.000
Rehabiitasi Sedang/Beral Ruang Unit Jurmiah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang
50 % Telah Dirshabill o [} Ruang ] Ruang [} Rusang 1.350.000.000
80 = o/Berat Perp .émhh Fbm:lsumfalmh yang Telah 5 Rusng 5 Rusng 5 Ry 1.350,000.000
Rehabiltasi Sedang/Beral Sarana, Prasarana |Jumiah Sarana, Prasarana dan Wiltas Sekolah
i3] dan h yang Telsh Dir ditas| 5 Unit 5 Unit 5 Uit 1.500.000.000
Jumriah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Rehabiitas| Sedang/Berat Rumah Dinas
62 Kepala S /Gurw/Penjaga Sek F\r\jﬂglfakﬂhll yang Talah DiRehabiasi 3 Unit 3 nit 3 Ui 1.850,000,000
B3 Pengadaan Perlengkapan Sekoiah Jurriah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 3 Pakel 3 Paket 3 Pakat 750.000.000
Penyediaan Blaya Personil Peseria Didik Jurriah Peseria Didik Sekolah Menengah Atas Didik
B4 b yang Menerim Biaya Fersond Peserta Didk 700 Peserta Didik | 700 Feserta Didk| 700 Peserta 1.050.000.000
65 |  Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa m"' Prakii: dan Peraga Swa yang 3 Pakel 3 Paket 3 Paket 1.350.000.000
88 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Jumiah Satuan Pendidikan yang 11 Satuan 112 Satuan 112 Sﬂlu:rl 525,000,000
bagi Peseria Didik nyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian f F F
&7 Penylapan dan Tindak Lanjul Evaluasi Satuan |Jurmiah Bnlnan .Pundhlnn Dasar yang Siar.t_ 112 Satuan 12 Sah.:m 11z Satuan 300.000.000
Pandi Dasar W dan Melak b F F F
89|  Pembinaan Minat Bakat dan Krestivites Siswa [ Tish Siswa yang e “.”dn”iw | 50 PeserlaDidk | 50 PesertaOidk| 50 PeseriaDidk|  4,635.000.000
Penyediaan Pandidik dan Tenaga Jurriah F dan Tenaga Kep
a8 bagi Satuan F Sekolah |yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah| 6 Orang 6 Orang 8 Orang 450,000,000
Dasar Dasar
Pangarrbangan Karir Pendidik dan Tenaga Jurriah MMdnnF‘l'lr::q Kependidikan
70 Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah|¥2"9 agmae; : 105 Orang 105  Orang 105 Orang 450,000,000
e Feningkatan Ko | dan Kualifikas!
R TR . Jurriah Sekolah Menengah Dasar yang
o 1 ey i M i Porbin dan vz, SNER | g JSehmn |, Seu 960,000.000
sekolah )
Jurriah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana Satuan Satuan Satuan 000
72 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pli 12 e "2 | M2 37.500.000.
0 BOS Jurrtah Tenaga Pengelola yang Meningkat
73| gokolah Desar Kap datam Pe DanaBOS | 112 Orang | 112 Oreng | 112 Orang 270.000.000
Sekolah Dasar
74 f Lal Sekolsh Dwaar |48 Ruang Laboratorkum Sekoleh Dasar 2 Ruang 2 Ruang 2 Ruang 1.635.000.000

yang Telah Dibangun




NO PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERUJA. e ains 0 PENDANAAN
TARGET TARGET TARGET
Rehabfiflasi Sedang/Beral Laboralorum Jurmiah Laboratorium Sekalah Dasar yang Telah
i Sekolah Dasar Direhabiltasi Sedang/Berat 5 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 1.500.000.000
78 Pembangunan Unk Sekolah Baru (USB) Jurriah Sekolah Baru yang Telah Cibangun 1 Linit 1 Unit 1 Uit 4_BD0._D00.000
[ Penambahan Ruang Kelas Baru Jurrish Ruang Kelss Baru yang Beriambah 3 Fuang 3 Ruang 3 Fuang 4.515,000.000
78|  Pembangunan Rusng Gurwiepsia Sekoah/TU :“-;:r:_’“""“ Daru/Kapsw Sexmiv U yang 2 Ruang 2 Ruang 2 Rusng 2.250.000.000
Jurriah Ruang Unil Kesshatan Sekolah yang
70 Ruang Unit Sekolah [ T aun 2 Ruang 2 Ruang 2z Rusng 1.350.000.000
80 |  Pembsngunan Ferpustakaan Sekolsh ity Parpuntokam: SoRO I Yuhg Tolth 1 Ruang 1 Ruang 1 Rusng 1.200.000.000
81 Permbangunan Laboratorium ‘r'f","gh Ruang Leboraiorim yang Temn 2 Ruang 2 Ruang 2 Ruang 2 400,000 000
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Juniah Rurmah Dinas Kepala Sekoian, Gura,
82 TR n e " h yang Telah Ot 4 Unit 4 Unit 4 Unit 2.550,000.000
Perrbangunan Sarana, Prasarana dan Utiles |Jumiah Sarana, Prasarana dan Ubias Sekolah =
83 Sekolah ang Telah Dibangun 6 Unit 8 Unit 68 Uit 2.250.000.000
84 Fshablitasi Sedang/Barat Gedung Sekoiah  |22mah G“’r‘:l"‘s"‘“’"" yang Drehabas) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1.800.000.000
Fehabliitasi Sedang/Beral Ruang Kelas Jurriah Ruang kelas sekolsh yang Telah
8s Sekolah py .wm 5 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 2.400.000 000
Rehabilitasi Sedang/Beral Ruang Gury Jurriah Ruang Guru Sekolah yang Telah
B6 Sekolah Dirshabiitss| 2 Ruang 2 Ruang 2 Ruang 1.500.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Uni Jumiah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang
B7 e h Telah D o 4 Ruang 4 Ruang 4 Ruang 1.500.000.000
88 :::::nt Sedang/Beral Perpusiakasn iurrinh Perpuslakasn Sekolah yang Teian 1 Fuang 3 Ruang T Fuang preEEET
89 o/Berat L Jurrish Laborwimhsmyang Teloh Dishobiasi 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1.200.000.000
z Jurmiah Rumah Dinas Kapala
Rehabifasi Sedang/Berat Rurmah Dinas
3 620,000,
80 Kepala Sekolsh/Guru/Perjaga Sekolah ?mrmws.mh yang Telah 3 Unit Unit 3 Unit 1.820.000.000
Sarana, Pra: Jurriah Sarana, Prasarana dan Utilitaa Sekolah
. dan Utiitas Sekolah yang Telah Direhabiitasi Sedang/Berat 4 Al 4 e 4 tok 1.800,000.000
a2 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumiah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 3 Pakel 3 Paket 3 Pakst B00.000.000
Jumiah Peserta didik Sekolah Menengah
Penyedisan Biaya Personil Peserta Didik
a8 Sokolah Menengah Pertams Periarma yang Menerima Biaya Personi Peserta | 200 Peserts Didik | 200 Peserta Didik| 200 Peserta Didik 450.000.000
94 |  Pengadaan Alat Prakik dan Poraga Sswa  [1orian Alst Frakiik dan Feraga Siwa yang 5 Paket 5 Paket 5 Pkt 800,000,000
Penyelanggaraan Froses Belajar dan Upan Juriah Peserta Didik yang Mengikuti Proses 145
-3 begi Peserta Dk Belajar don 1402 Peserta Dk | 1415 Pesarta Didik 3 Peserta Didik 450,000,000
Juriah Satuan Pendidican Menengah Pertama
Punylacan den Tindek Lenil Evnlsac Sahian | oin Dkl Mk ks S PR yes PR ccrwoiiell I ¥ BRI Ciapaces 225,000,000
Pendidikan Sekolsh Menangah Pertarmas P ik F
Az Jumiah Siew a yang Mengikuti Ajang
o7 Pemrbinaan Minal, Bakat dan Smswa i dan Non Akaderrik | 1280 Peserta Oidik | 1332 Peserta Didik | 1440 Feserta Didik 3.800.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Jumiah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a8 bagl Satuan F Sakolah |yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah| & Orang 7 Orang a8 Orang 150.000.000
Manengah Pertams M gah Pertama
™ + cartr Pandidi dan T Jurriah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
09 Kependidikan pada Satuan F yang - 15 Orang 15 Orang 15 Orang 225,000,000
Menengah Partame o : Proiroel,
Peningkatan dan
100 F dan Ma Jurriah Sekolah Menengah Pertama yang 2 Satuan 2 Satuan 2 Satuan 735,000,000
Sakolah Dl Porrbinaan Pendidikan Pendidik
Pengelolan Dana BOS Sekolah Menengah Jurmiah Sekolah Menangah periama yang Satuan Satuan Satuan s
101 RO a4 £ L, “ o 12,300 ,000.000
[E— Tensga yang Meningkat Kapasiasnya
102 datam Pengelolaan Dana BOS Sekolah az Orang a8 Orang 38 Crang 225,000,000
Sekolah Menengah Pertama N h P
103|  Rehab#asi Sedang/Berat Ruang TU Jurrish Fiang TU yang Taah Drenabias] 1 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 950.000.000
Rehabiitasi Sedang/Beral fuang Kepaia Jumiah Ruang Kepala Sekolah yang Teian 3 00500000
104 s is B 3 Ruang 3 Ruang Ruang
108 Perrbangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Jurriah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 5 Unit 8 Lt & Unit 3.380,000.000
Guru PALD PAUD yang Telah D
108 E Sarana, F dan Utitas |Jumiah Sarana, Prasarana dan Utiiltas PALD g nitt a Unit a Uit 2 860,000,000
PAUD yang Telah Dibangun
107 Rehabilitesi Sedang/Beral Gedung/Ruang Jumish Gedung/Rusng Kelas/Ruang Guru 3 Uil 3 Unkk a Unit 2.500.000.000
mﬂﬁnmm PALID PAUD yang Telsh Du p/Berat
108 8| Sedang/Berat Permbangunan Jumrish Sarana, Prasarana dan Ltilitas PALD & Unit & Unit 8 Unit 2 750.000.000
Sarans, Prasasrana dan Litiitas PALUD yang Talah Dirshabilias! Sedang/Berat
108 Pemeliharaan Rutin Gedung/Rusng Jurriah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 10 Unit 10 Unit 10 Unit 2 550,000,000
Kelas/Ruang Guru PALD PALD yang Dilak: k
10 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Jurriah Sarana, Frasarana dan Ulitas PAUD 1 Uit 1 Unit 1 Unit 1.850.000 000
Liiitas PALD yang Diak k;
m Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumiah perlengkapan PALUD yang Tersadia 100 Paket 100 Paket 100 Pakat 1.200,000.000
. Jurmiah Peseria Didik PAUD Menerma
112 Penyedisan Bisya Personi Peserta itk PAUDI L T 0L m"‘“" 100 Peserts Didik | 100 Peserta Didik | 100 Peserts Didik 660.000.000
95|  Penubskens Al Pralek dan Ewrnge ews.  [AnoliAlst Frskise oin Feraon FALD yaig 100 Psket | 100 Paket | 100 Paket 600.000.000
PALUD Tersedia
114|  Penyelenggaraan Prosas Betajar PALD [ m Bk PALLL a0 Mortaas 1000 Peserta Didk | 1000 Peserta Dicik | 10000 Feasrta Didik 525 000.000
118 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan |Jumiah PAUD yang Siap Dievaluasi dan 10 Satuan 10 Satuan 10 Satuan 2725.000.000
PALID h tkan Feko i ¥
118 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Jurriah Pendidik dan Tenaga Kepandidian 5 Orang 5 Orang 5 Orang 225000000
dl bagi Satuan PALD yang Tersedia pade PAUD
Jurriah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 'yang Mendapatkan Fasilitasi Kenakan 5 Orang 15 Orang 15 Orang 450,000,000
td Kepandidikan pada Satuan U PALUD | Pangk F Promosi,
g dan
11a|  Pembmsan Kelerbagaan dan Mansjmen Jurriah PAUD yang Diaksanakan Pembnasn 10 Satuan 0 Satuan 10 Satunn 525,000,000
PALID dan
Satus Satuan Satuan
118 Pengeiolaan Dana BOP PALD Jurriesh PALID yang Mengedola Dana BOP 150 n 150 F 150 % 10.500 000,000
Kapasiias Pengs Tuna BOP | Juriah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya [ 50 Bk 200 Orang 225.000.000
0] paup datam | Dana BOP PAUD O | W 2
P Gedung/Ruang Kelas/Ruang Jumish Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non 8 Unit 4 Unit 4 Unii 2 400.000.000
z Guru Non Formal / Kesetarsan raan yang Telah Dib
Sargna, F dan Lhiitas  |Jumiah Sarana, Prasarana dan Uiitas Sekolah 8 Uit . it 4 Unit 2 550.000.000
22| sekglah Non FormalKesetarnan Non FormaliKi yang Telah Oi
Rehabilas| Sedang/Beral Gedung/Ruang Juriah GedungiRuang Kelas/Ruang Guru
123 Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Non yang 3 Uit 3 unit 3 Unit 2,100.000.000
Kasataraan Direhabiltasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Jurmiah Sarana, Frasarana dan Riitas Sekoah
124 Sarana, Frasarsna dan Utiitas Sekolah Non [ Non Formall Kesetaraan yang Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 3 unit 2 250.000.000




NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PENDANAAN
TARGET TARGET TARGET
Peng Perleng F Non Jwrhh Perlenghapan Pendidikan Non
125  cormal/ Kesstacsan yon T 100 Paket 100 Paket 100 Paket 2.100.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non .Iurrhh Peserta I:Idik Mon FormalKesetaraan
126 1 1 :
F VKesetaraan g M Biaya Persond Paserta Ok 00 Peserta Didik | 100 Peserta Didk| 100 Peserta Didik 450,000.000
Pengadaan Alat Fraktk dan Peraga Siswa | Jumiah Alat Prakiik dan Peraga Siswa Non - P
12 Non Formel / Kesetaraan Formal Keselaraan yang Tersedia 100 100 100 Paket 500000
128 ?"""‘W‘“’ Prosas Bolafar Non Jumish Peserta Dick yang Menghuti Proses | 4o, puguta pigik | 100 Peserta Didik| 100 PesertaDgk|  450.000.000
ormalKssetaraan Belajar
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluas| Satuan |Jumiah Satuan Pendidikan Non
129|  Pendidikan di Pendidiken Non F Siap Dievakuasi dan T T SR SN 300.000.000
FormalKesetaraan Me h i i g :
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Jumish Pendidik dan Tenaga Kependidikan
130 p bagi Satuan Non yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non 20 Orang 20 Orang 20 Orang 150.000.000
Pengerbangan Karir Pendidi dan Tenaga umn.mmpm Kependidian
131 didikan pads Satusn Pendidkan Non (Y19 'n Promas 10 Orang 10 Orang 10 Orang 300.000.000
FormalKesetaraan o g dan Kualfikas|
- I g diin :".hh S?mhh Non Furrrnlfl(nuhrnnd::ng . . Satuan . Salin D
Sekolah Non FormalKesetaraan 3 L i Pendi f ik gl
133 Pengelolzan Dana BOP Sekolah Nan Jurriah Semhm:xpmm%umun yang s *Snuan & SIlIEn . mSn;l.u:n 1.850.000.000
: " Dana BOP Jurmiah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya
134 Sekolah Non FormaVKesstaraan dalam Pengsiolaan Dana BOP Sekolah Non ] (-] Orang ] Orang 75.000.000
Penyelenggaraan Uian bagi Peserta Didik Non |Jurmiah Satuan Pendidikan yang Satuan Satuan Satuan
13 6 & 6 225,000,000
2 Far 1 Menyelanggarakan Ujian Pendicik Pendidik F
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Jumiah Dokumen Hasil Perhifungan dan
Tenaga Ki Satuan Pendidi F Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8 850,000,000
1381 Dasar, PAUD, dan Pandidikan Non Satuan Satusn Pandidikan Dasar, PAUD, dan | ©  Cokumen | 8 Dokumen Polamr 850.000;
Formal/Kesetaraan Pendidikan Non F 0
Penataen Pendistribusian Pendidk dan Tenaga aiybvgimiiany? F‘:::‘T":"'::“"““
137 bagi Satuan F Dasar, s kan Dasar. PAUD, 5 Laporan 5 Laparan 5 Laporan 2.430.000.000
H\LD. dan Non F dan § Non F e
Bx Camant; Jurriah Objek Pemajuan Kubudlynn yang
138 ' 3 o Dilakukan Palind 2 Objek 2 Objek 2 Objek 555,000.000
ok Pomajian Ke aan Pemanfaatan
Fembinaan Surrber Daya Manusia, Lembaga, |Jumiah Peserta Perrbinaan Surrber Daya 50 5 50 Ol 50 G 300,000,000
. dan Pranata Kebudayaan Manusia, Lembaga, dan Franata " o
e o Jumiah Objek Pamajuan Tradisi Budaya yang
Praluslnnteinsy e L F F ) ; 350.000.000
MO piek Permjuan Tradisi Budaya o g gan dan 2 Objek 2 Objek 2 Objek
Pembinaan Surrber Daya Manusia, Lembaga, |Jumiah Laporan Pembinaan Surber Daya 2 La 2 300.000.000
" dan Pranata Tradisional Lembaga, dan Pranata T ‘ ? ¥ poran
Palind ; umommmummawmg
142 ':. i oy ' Telah Dilak Felind g 2 Chjek 2 Objek 2 Objek 360.000.000
Pormmjim e Adst dan Permanfaatan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lerrbaga, |Jumiah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan @ Ora 40 o 40 o 300,000,000
W dan Franata Adat Pranata Adat yang Dibina ™ g
144 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumiah Sarana dan Fra 3 Lembaga Adat 1 Unit 1 Unit 4 Unit 1.500.000,000
Lembaga Adat yang Ci /D asitasi
0 oty syt e s Su":wm. Ehm it o 63 Oang | 63 Oang | 63  Orang 495,000,000
Daya Manusia Kesenian ional (Duing inys)
Pemberday aan Sumber Daya Manusia dan Jumiah Surrber Daya Manusia dan Lembaga 20 o 30 O a0 ora 330,000,000
. Lembaga Sejarah Lokal Kabup /K i Lokal Provinsi yang Diberdayakan " "
147|  Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya {".;"ﬁ:m Dbiek Dicugs o Dudays yang 3 Oblek 3 Objek 3 Obiek 150,000,000
148 Penetapan Cagar Budaya Jurriah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 3 Objek 3 Objek 3 Objek 330.000.000
149 Pelindungan Cagar Budaya Jumiah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 1 Objek 1 Objek 1 Objek 450,000,000
150  Pengembangan Cagar Budaya SV KU NN N Yoo 1 Obiek 1 Objek 1 Objek 450,000,000
151  Pemanfastan Cagar Budaya R DRIEK AN XKy YanD 1 Objek 1 Obiek 1 Objek 300.000.000
Jurriah Koleksi Museum yang Dakukan
] oo g ;"WW'I“' '“"":"' " Peindungan, Pengerbangan, dan 5 Unit 5 Unit 5 Unit 200,000,000
plighiiadd Sacuu TPy |Koteksi Secara Terpadu
153 Peningkatan Pelayanan dan Akses Jurriah | dan Akses Masyarak 2 Unit 2 Unit 2 Unit 150,000,000
Masyarakat Terhadap Museum Terhadap Museum
154 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Jurriah Sarana dan Prasarana Museumyang 5 Unit 1 Unit 1 Unit 500,000,000
Prasarana Museum Tersedia dan Terpelihara

Dari data diatas ada sebanyak 154 (Seratus Lima Puluh Empat) Sub Kegiatan yang dipersiapkan
di Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2024-2026 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Lamandau.
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BAB. VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau

Penetapan Indikator Kinerja atau ukuran kinerja didasarkan akan digunakan untuk

mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat
dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan Indikator kinerja

yang telah disepakati bersama. Penetapan Indikator kinerja merupakan syarat penting untuk

menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari perubahan rencana pembangunan jangka
menengah atau perubahan Rencana Strategis. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan

gambaran organisasi dimasa yang akan datang.

Tabel 7.1.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026
| KONDISI KONDISI
TARGET -
 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN | AWAL | " Mote
Meningkatkan | Meningkatnya kualitas dan : e
Aksesdan | aksebiltas layanan pendikan | Sopaen SPMPendidikan | porcer | 7007 | 7212 | 7402 | 7501 | 7501
Kualitas dasar
Pelayanan
Pendidikan Harapan Lama Sekolah Tahun 12,52 12,53 | 1254 | 1255 12,55
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,54 8,88 8,95 9,00 9,00
Persentase siswa dengan
nilai kompetensi literasi yang -
memenuhi kompetensi Nilai 27 281 29 3 3
minimum
Persentase sekolah yang
memiliki ruang kelas dalam Persen 85 70 75 80 80
kondisi baik
Persentase sekolah yang
memilki akses intemet Persen 55 60 65 70 70
Persentase sekolah yang
memliki akses jalan dalam Persen 70 80 90 100 100
kondisi mantap
Persentase sekolah yang
menliki akses air bersi Posen: | 80 i (L 75
Meningkatkan
warisan Meningkatnya Objek Pemajuan Persentase Cagar Budaya
budaya Kebudayaan Lokal yang dan Warisan Budaya Tak Persen 25 30 40 50 50
daerah yang dilestarikan Benda yang dilestarikan
dilestarikan
Meningkatkan
pelayanan ; .
Meningkatnya Nilai AKIP ’ . BB | BB | BB
urusan Perangkat Deersh Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai BB (70) as) | @0 | @) BB (85)
perangkat
daerah




7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau

Indikator Kinerja yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Lamandau yang menjadi landasan dalam menentukan program, kegiatan dan
sub kegiatan tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 7.2.1.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024-2026
i Kondisi
Kondis Tahun Pada
No |AspekiFokus!Bidang Urusan/indikator Kinerja Pembangunan| . Kinerja Pada Kinerja
D Awal Periode Acie
2024 | 2025 [ 2026 | Periode
|Pendidikan
3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi
0 0 | 100 | 100
e dalam pendidikan dasar (APS) Pemsnse Ba.00 9 100
Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi
P 71,1 100 | 100 | 100 100
"2 |galam pendidikan anak usia dini (PAUD) PSRN ik
13 MRS RIMQSIRIOSIS EEI0IMIAT NG NEIin Persentase | 82,13 100 | 100 | 100 100
menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang
2 Literasi dan Numerasi
51 Rata-rata kemgmpuan Literasi siswa SD berdasarkan Nilai 1,70 180 [ 1,90 | 2,00 2,00
asesmen nasional
22 Rata-rata kemgmpuan Numerasi siswa SD berdasarkan Nilai 165 175 1.80 | 1.90 1,90
asesmen nasional
53 Rata-rata kompetensl Literasi siswa SMP berdasarkan Nilai 185 191 1,95 | 2,00 200
Asesmen Nasional
24 Rata-rata kompetensn Numerasi siswa SMP berdasarkan Nilai 172 181|201 | 2,50 250
Asesmen Nasional
25 Rata-rata kompetensi thera§| siswa PNF/Kesetaraan Nilai 1,61 1.90 | 2,00 | 2,50 250
berdasarkan Asesmen Nasional
26 Rata-rata kompetensi Numgrasn siswa PNF/Kesetaraan Nilai 1,65 175 1,80 | 1,90 1,90
berdasarkan Asesmen Nasional
3. Pendidikan Anak Usia Dini
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang
34 Mendapatkan Minimal Akreditasi B Persentase 58 60,00/63,00(65,00 65,00
32 zt;zr/tt:)n:\t/)uhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi T 35 40,00 |45,00|50,00 50,00
3.3 Rasio pengawas dan penilik PAUD Persentase 3,81 385 39 | 3,95 3,95
4. Keamanan. Kebhinekaan dan Inklusivitas
4.1 Indeks lklim Keamanan SD Nilai 213 222235250 2,50
4.2 Indeks Iklim Keamanan SMP Nilai 2,38 241|252 | 260 2,60
4.3 Indeks Iklim Kebhinekaan SD Nilai 212 224 |1 231|245 245
4.4 Indeks Iklim Kebhinekaan SMP Nilai 2,34 2451 251|262 262
4.5 Indeks Inklusivitas SD Nilai 1,86 200|210} 2,20 2,20
4.6 Indeks Inklusivitas SMP Nilai 211 223|234 | 246 246
Kebudayaan
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah
31
e terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Parseniise o 18118120 =
132 :::e"wse fumsh Snggu yang memBlegURrAKAN LDRCArS | ke | 9528 |s8E0|ss75l4ni00 40
133 Persenta.se Pendgduk usia 19 tahun ke atas yang Peisentase 3 35 | 40 | 50 5
mengunjungi peninggalan sejarah
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton
134 secara langsung pertunjukan seni Persentase 20 22 23 25 25
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda
1.3.5 yang dilestarikan Persentase 25 30 40 50 50
Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan
1.38 sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni | Perse 05 0801070 1.0.80 0.8




BAB. VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau
Tahun 2024-2026 ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 3 (tiga) Tahun

kedepan, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau setiap tahunan
dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024-2026
tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para
pelaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau. Dalam kaitan ini
diharapkan hasil pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan dapat
dilaksanakan dan terwujud secara adil dan merata untuk masyarakat Kabupaten
Lamandau.

periina Utama Muda (IV/C)
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